
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

     NOMOR HK.01.07/MENKES/1638/2024 

TENTANG 

PENETAPAN KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA 

SEBAGAI PENGELOLA PEMBAYARAN BANTUAN IURAN BAGI PESERTA 

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KELOMPOK BUKAN PEKERJA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa pembayaran bantuan iuran bagi peserta Jaminan 

Kesehatan Nasional kelompok Bukan Pekerja dengan 

manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang 

semula dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan telah 

dialihkan kepada Kementerian Kesehatan;  

b. bahwa untuk memastikan pelaksanaan pembayaran

bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, perlu

ditetapkan satuan kerja yang melakukan pengelolaan

terhadap pembayaran bantuan iuran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kepala Biro

Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai Pengelola

Pembayaran Bantuan Iuran bagi Peserta Jaminan

Kesehatan Nasional Kelompok Bukan Pekerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6887); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 

Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 82); 

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi 

Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah 

dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan Di 

Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi 

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan 

Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan 

Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran 

Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran 
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Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan 

Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan 

Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan 

Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah 

dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di 

Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 476); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 

tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah 

di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 133) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan  Menteri Kesehatan 

Nomor 79 tahun 2016 tentang Pedoman Umum 

Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 794); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

156); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN 

KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA 

SEBAGAI PENGELOLA PEMBAYARAN BANTUAN IURAN 

BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

KELOMPOK BUKAN PEKERJA. 

 

KESATU : Menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 

sebagai Pengelola Pembayaran Bantuan Iuran bagi Peserta 

Jaminan Kesehatan Nasional Kelompok Bukan Pekerja, yang 

selanjutnya disebut sebagai Pengelola. 
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KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

mempunyai tugas dan fungsi koordinasi, verifikasi, dan 

pelaksanaan pembayaran bantuan iuran bagi Peserta 

Jaminan Kesehatan Nasional kelompok Bukan Pekerja. 

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan 

secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Menteri 

melalui Sekretaris Jenderal. 

KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan 

Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat 

Sekretariat Jenderal sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan.   

  

 

 Ditetapkan di Jakarta 

 pada tanggal 14 Oktober 2024                 

  

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd. 

 

            BUDI G. SADIKIN 
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